PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan
Nilai Jual Objek Pajak Penerangan Jalan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak
Penerangan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Nilai Jual
Objek Pajak Penerangan Jalan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan
Jalan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754) ;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang
— Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
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Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor ).
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011
Nomor 1);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG NILAI JUAL OBJEK

PAJAK PENERANGAN JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
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Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun diperoleh dari sumber lain;

Pelayanan Listrik Nasional yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Pelayanan Listrik Nasional,

. Perusahaan Bukan PLN adalah perusahaan perorangan dan atau badan yang mengoperasikan

pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang
membutuhkan;

Unit Pembangkit Listrik atau generator pembangkit listrik/genset adalah mesin yang menggunakan
dinamo untuk menghasilkan tenaga listrik;

Rekening listrik atau tagihan listrik adalah Tanda Bukti Pembayaran pemakaian atau penggunaan
tenaga listrik;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek
Pajak, penetapan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya;

Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang
menurut Peraturan Daerah;

Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetor pungutan daerah yang terutang ke
Kas Daerah atau Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan membayar pajak, karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak
Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periodeTahun Pajak tersebut;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 1I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit
tenaga listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak
memerlukan izin dari instansi teknis terkait yang kapasitas terpasang di bawah 200 KVA

d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 3

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga
listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah
penyedia tenaga listrik.

BAB III
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(1

(Dnilai......
Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan :
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a.dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik
adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap dengan biaya pemakaian KWH / variabel yang
ditagihkan dalam rekening listrik; dan

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan
kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif bagi pengguna listrik yang
dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan meteran yang penyediaan dan pemasangan menjadi
tanggung jawab Wajib Pajak.

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b akan diatur dengan Peraturan
Bupati tersendiri

Penghitungan Pajak Penerangan Jalan terhutang dihitung berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik
dengan formulasi sebagai berikut :

Pajak Penerangan Jalan = Tarif x Harga Satuan Listrik x KWH Terpakai

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

Penggunaan tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran yang ditagih dalam

rekening listrik, ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen);

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima

persen).



Pasal 6

Tabel Nilai Harga Satuan Listrik

No Golongan Pengguna Batas Kapasitas (KVA) Harga Satuan
(Rp/KWH)
USAHA SOSIAL
1 | Keperluan Badan Sosial Kecil s/d 1.300 VA 605,00
2 | Keperluan Badan Sosial Sedang di atas 2.200 VA 650,00
3 | Keperluan Badan Sosial Menengah | 3.500 VA s/d 200 KVA 755,00
4 | Keperluan Badan Sosial Besar Di atas 200 KVA 650,00
USAHA JASA
5 | Keperluan Bisnis Kecil s/d 1.300 VA 795,00
6 | Keperluan Bisnis Sedang 2.200 VA s/d 5.500 VA 905,00
7 | Keperluan Bisnis Menengah 6.600 VA s/d 200 KVA 1,100,00
8 | Keperluan Bisnis Besar Di atas 200 KVA 905,00
USAHA INDUSTRI
9 | Keperluan Industri Kecil s/d 14 KVA 915,00
10 | Keperluan Industri sedang di atas 14 KVA s/d 200 875,00
11 | Keperluan Industri Menengah KVA 735,00
12 | Keperluan Industri Besar di atas 200 KVA 605,00
30.000 KV A ke atas
PERKANTORAN DAN
PERUMAHAN
13 | Keperluan Perkantoran dan 1,200,00
Perumahan Sedang s/d 200 KVA 825,00
14 | Keperluan Perkantoran dan di atas 200 KVA
Perumahan Besar

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19550126 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2011 NOMOR ........



